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ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN HAMIL
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Polsek M edan Helvetia)

BOBBI RIZK| SIBUEA

Penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling
mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Jika seseorang melakukan
penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan
diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan
akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Salah satu
perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh
manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.
Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358
KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus tindak pidana
penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama,
untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan
terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama, dan untuk
mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan
terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau
pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer
dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga
penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Modus Tindak Pidana
Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama
Sama dilakukan oleh tersangka LS dan BS dengan cara tersangka LS mengambil
satu buah sikat ban mobil warna hitam milik korban dari tangan korban kemudian
memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban. 2) Pertanggungjawaban
Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara
Bersama-Sama yaitu dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 170 Subs 351
KUHPidana "Barangsigpa yang dimuka umum bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima
tahun enam bulan dan atau Penganiayaan" 3) Kendala dalam penegakan hukum
tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara
bersama-sama yaitu: faktor aparat penegak hukum, faktor kebudayaan, kemudian
berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki
olen penyidik, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta
kurangnya alat bukti dalam perkara yang terletak pada tidak adanya cctv, namun
ada saksi yang menyaksikan perkara tersebut.

Kata kunci: Penganiayaan, Perempuan Hamil, Bersama-Sama
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat lepas dari
aspek sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan
manusia lainnya. Oleh sebab itu kehidupan manusia identik dengan kehidupan
kelompok sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak selamanya
pemenuhan kehidupan manusia dalam kehidupan kelompok dapat berjalan
dengan baik. Perbedaan kepentingan dari setigp individu seringkali
menimbulkan pertentangan antara individu. Keadaan ini dapat menyebabkan
terganggunya ketertiban umum, keamanan dan keselamatan masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan
kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk
mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering
menganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai
salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya
kecenderungan meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah
masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan
masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya
muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat,

akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya



kejahatan kerena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk
menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui
pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini  dapat
menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan
dengan kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma
hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat
menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan
ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang
mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan
dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa

“Setigp orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 48:
U™ 530 Loy gt KR aile g’y S (e 403 (i Ll BBk (3l G ) G
BPECNPEV PN U A PR FINE PR S IR NS S R SN ISVSE HEQUE WP Y B
O sALERS 4 K Uy 20T Lpan 28aTye alll Il Al ) s6 Ba=280 Lo B 28500

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain

itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan



meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap

umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya

kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada

Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu

apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan
makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari
semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal
berkait dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas
ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan
semaksimal mungkin. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya
penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan
semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.*

Setigp hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam
masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada
setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan
melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan
hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat,

untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan

diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

! Bambang Waluyo. 2018. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar
Grafika, halaman 1.



Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang
dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban
juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari.
Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang,
agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 yang
berlandas perlindungan korban dan saksi telah ditulis pada subbab A.?

Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam bentuk benturan
fisk yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh serta
kehormatan). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan hak hidup manusia
(nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang diatur
dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan
bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang
menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

Penganiayaan juga menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam.
Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum pidana Islam
digolongkan sebagai jenis tindak pidana gisas-diyat. Akan tetapi tidak seluruh
tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan mendapatkan hukuman
gisas. Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut dijatuhi hukuman denda
(diyat) yang diberikan kepada ahli waris maupun korban dengan ketentuan

tersendiri.

2 Bambang Waluyo. 2018. Penegakan Hukum Di Indonesia. jakarta: Sinar Grafika,
halaman 24.



Kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di
antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan
darah. Hal tersebut memungkinkan tidak hanyaterjadi pada tataran perselisihan
lisan, dapat pula disertai dengan kekerasan terhadap fisik salah satu pihak.
Bahkan hal demikian itu dapat terjadi pada orang tua yang melakukan
kekerasan secara fisik terhadap anaknya, maupun sebaliknya. Seperti kasus
yang terjadi di wilayah Polsek Medan Helvetia, dimana ada terjadi tindak
pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara
bersama-sama. Akibat adanya penganiayaan tersebut korban mengalami luka-
luka sehingga korban melaporkan akan adanya penganiayaan tersebut di
Kepolisian Sektor Medan Helvetia. Berdasarkan uraian di atas maka disusun
skripsi ini dengan judul: “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus
Polsek M edan Helvetia)”

1. Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik
permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian,
adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antaralain:
a. Bagaimana modus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan
hamil yang dilakukan secara bersama-sama?
b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan

terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama?



c. Apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan

terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama?

2. Faedah Pendlitian
Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian
adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah
tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan
secara bersama-sama.

b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara,
Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang
tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan
secara bersama-sama.

B. Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan
hamil yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan
terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana
penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-

sama.



C. Definis operasional
Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.® Sesuai dengan judul penelitian yang digjukan yaitu “Tindak
Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan
Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Polsek Medan Helvetia)”, maka dapat
diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:
1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap
orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.’
2. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.”
3. Perempuan hamil adalah keadaan saat seorang wanita membawa embrio
atau fetus di dalam tubuhnya.
4. Secara bersama-sama adalah pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan
kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum

kejadian sudah ada persengkongkolan itu untuk melakukan kekerasan.

D. Keadian Pendlitian
Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Y ang Dilakukan

Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Polsek Medan Helvetia), bukanlah hal yang

® Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

* Faisal Riza 2020. Hukum Pidana Teori Dasar. Depok: Rajawali Buana Pusska,
halaman 40.

® Frezcilia Dewi Daleda. “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan
Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Y ang Memberatkan”. dalam Jurnal Lex Crimen Val. VI/No.
6/Ags/2017.



baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya
yang mengangkat tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan
Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Polsek Medan
Helvetia) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan
kepustakaan yang ditemukan baik melalui via searching via internet maupun
penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang
sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Tindak Pidana
Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara

Bersama-Sama (Studi K asus Polsek M edan Helvetia)”

E. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu
hukum yang dihadapi.®Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode
yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Jenisdan Pendekatan Pendlitian
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari dari data primer dengan
melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6 Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pendlitian Hukum. Jakarta: Kencana, halaman 35.



2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui
penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian
yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap
peristiwa tersebut.
3. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadist yang
disebut sebagai data kewahyuan.

b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data
yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian
lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan
dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Medan Helvetia.

c. Data Sekunder adalah data yang diperolen melalui bahan kepustakaan,
seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan
hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh

para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal
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hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar
undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.”

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan
sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai
dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data
Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan
yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi
dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Medan Helvetia
sesual dengan materi penelitian.
5. Analissdata
Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan
analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian
ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya
berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui
studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk

menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

" Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar
Grafika, halaman 52.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Ber sama-Sama
1. Tindak Pidana

Hukum pidana mengandung berbagai aspek, yang pertama dan kedua
disebut hukum pidana substantif, yang juga bisa disebut hukum pidana abstrak
dan juga bisa disebut hukum pidana dalam keadaan diam, sumber utamanya
adalah KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang mengandung/mencakup aspek
ketiga disebut sebagai hukum pidana formal atau juga disebut sebagai hukum
pidana konkret atau hukum pidana di negara yang bergerak, yang juga sering
disebut sebagai hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah KUHAP.®
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum
yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.’

Istilah pidana berasal dari kata straf, yang adakalanya disebut dengan
istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan
sebagal suatu penderitaan yang sengagja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada

seseorang atau beberapa orang sebagal akibat hukum (sanksi) baginya atas

8 Adami Chazawi. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers,
halaman 2-3.
® Bambang Waluyo. 2014. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

11
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perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus
larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbarr feit).'°

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat
melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang
yang mampu bertanggungjawab. Strafbarr feit itu adalah kelakuan orang yang
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana
mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut undang-undang.

d. Pidana itu merupakan peryataan pencelaan oleh negara atas diri
seseorang karena telah melanggar hukum.

10" Adami Chazawi. Op. Cit., halaman 24.
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Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari

tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak

pidana, yaitu:

a Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-

tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1)

2)

3)

Sifat melanggar hukum.

Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawa negeri di dalam
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan
menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif, unusr yang terdapat atau melekat padadiri sipelaku, atau yang

dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1)
KUHP.

Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP

yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.



5)
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Perasaaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.'

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

b.

Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,

Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain;

Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak
pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan

1 Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.
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jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal

398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai

penyebab dengan seseuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya
kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur
tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan
tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh
Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat.

b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.*?

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Ber sama-Sama

Pelaku adalah seorang yang apologetic failure, yaitu orang-orang yang
gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya
hidup yang menyimpang dari norma.*®* Moeljatno menguraikan pengertian pleger
(pelaku) sebagai berikut.

“...untuk merumuskan delik yang disusun secara formiel mengenal

orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercatum

dalam rumusan delik itu disusun secara materiel, maka siapa yang

menimbulkan akibat seperti yang tercantum dalam rumusan delik, yang
harus kita tentukan dengan ajaran kausal (sebab akibat).”**

2 1pid., halaman 52.

13 Widodo. 2017. Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan. Y ogyakarta:
Aswaja Pressindo, halaman 106.

1 Andi Hamzah. 2019. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 377.
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Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk

turut sertalterlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik

dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak

pidana.’®

Deelneming di permasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu

delik dilakukan bersama oleh bebrapa orangjika hanya satu orang yang

melakukan delik,pelakunya disebut Alleen dader.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga

harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam

persitiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut,

adalah:

a

b.

bersama-sama melakukan kejahatan.
seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan
ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain
membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnyaterdiri atas:
Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta
dihargai sendiri-sendiri.
Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari
peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1> Adami Chazawi. 2005. Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,

halaman 73.
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a. ParaPembuat (dader) Pasal 55 KUHP, yaitu:
1) Orang yang melakukan (pleger)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: pleger) adalah
orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur
delik. Perbedaan dengan dader adalah pleger dalam melakukan delik masih
diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat
peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang
melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini
hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling
sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan
pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan
bantuan orang lain yang hanya merupakan alat sgja. Meskipun ia dianggap
dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang
yang disuruh tidak dapat dihukum karenatidak dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatannya.

3) Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan
bersama-sama’ (pembuat pesertac medepleger), adalah setiap orang yang
sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini
pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang

turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan
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perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi
apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak
dapat dikategorikan sebagal orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya
sebagal orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 56 KUHP.

4) Orang yang sengaja menganjurkan (uitlokker)

Orang yang senggja menganjurkan (pembuat  penganjur:
uitlokker/actor intelektualis) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah
memakal kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja
menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

b. Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP:
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:
Ke-1l. Orang yang dengan senggja membantu waktu kejahatan itu
dilakukan;
Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau
keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Syarat — syarat dalam bentuk penyertaan penggerak:*®
a. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh
pelaku yang digerakkan.
Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana

tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan

18 Farah Fitriani, “penyertaan (deelneming)” mealui, https:/farahfitriani.wor dpress.cony
2011/10/30/penyertaan-delneeming-dalam-hukum-pidana/, diakses pada tangga 5 September
2020 pkl 21.05 WIB.



https://farahfitriani.wordpress.com/
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adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan petindak. Harus

ada hubungan kausal antara kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut undang-undang secara harafiah tidak ada pengaruh dari
kesengajaan yang ada pada penggerak, selama orang yang digerakkan tidak
melakukan tindakan yang digerakkan atau selama tindakannya hanya sampai
pada persigpan-pelaksanaan. Kesengajaan penggerak mempunyai pengaruh
melalui Pasal 163 bis hanya dalam hal tindakan yang digerakkan merupakan
kejahatan. Bilamana tindakan yang digerakkan itu adalah pelanggaran, maka
penggerak tidak dapat dipidana.

. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan

dalam undang-undang.

Daya-upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian,
penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau
dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

1) Pemberian dan perjanjian, dirumuskan tanpa memberikan suatu
pembatasan. Pengertiannya menjadi luas yaitu dapat berbentuk uang atau
benda, bahkan di luar bentuk uang atau benda seperti misalnya jabatan,
kedudukan atau lebih luas lagi yaitu suatu janji yang akan membantu si
tergerak baik secara material maupun secara moril untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan dan lain sebagainya.

2) Penyalahgunaan kekuasaan, bukan saja terbatas pada kekuasaan yang ada

padanya karena jabatan, tetapi juga meliputi kekuasaan yang dimiliki
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oleh penggerak secara langsung terhadap si tergerak, seperti hubungan
kekeluargaan, pekerjaan, pendidikan, kepercayaan, dan sebagainya. Ini
harus dibedakan dengan perintah jabatan yang termaksud pada pasal 52
KUHP. jika pada perintah jabatan perbuatan tersebut termasuk
wewenang dari penguasa, maka pada penyalahgunaan kekuasaan tidak
dipersyaratkan bahwa perintah itu termasuk tindakan yang benar-benar
diharuskan dalam rangka kekuasaan yang disalahgunakan itu.
Penyalahgunaan martabat, merupakan suatu kekhususan di Indonesia
yang ditambah dalam KUHP yang di dalam W.v.S tidak ada. Contohnya
adalah kepala suku yang dipatuhi karena disegani.

Kekerasan, di sini harus sedemikian ringan sehingga tidak merupakan
suatu alasan untuk meniadakan unsur kesalahan/kesengajaan dari Si
tergerak (Pasal 48 daya paksa) yang mengakibatkan tidak dipidananya si
tergerak. Batas yang tegas antara kekerasan yang dimaksud di Pasal 48
dan menurut Pasal 55 agak sukar ditentukan, karena undang-undang juga
tidak menentukan. Perbatasan ini lebih diserahkan kepada penafsiran,
yang sedemikian ringan sehingga menurut perhitungan layak, si tergerak
mampu mengelak atau menolak untuk melakukan tindak pidana yang
digerakkan. Misal, seorang wanita mendorong-dorong pacarnya untuk
memukul bekas tunangannya yang pernah menyakiti hatinya.

Ancaman, tidak terbatas pada ancaman kekerasan seperti di atas, tetapi
meluas juga sampai pada ancaman penghinaan, ancaman pembukaan

rahasia pribadi, ancaman akan memecat atau menyisihkan dari suatu
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pergaulan, ancaman akan mengurangi hak/kewenangan tertentu, dan lain
sebagainya.

Penyesatan, ada juga yang menyebutnya tipu-daya, tetapi agar tidak
disamakan dengan penipuan dan kejahatan tipu-daya maka lebih baik
disebut penyesatan. Yang dimaksud penyesatan ialah agar supaya
seseorang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan
sebagaimana yang digerakkan oleh penggerak. Unsur kesengajaan harus
ada pada orang yang digerakkan. Contohnya A bilang pada B bahwa C
telah menjelekkan nama B, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya B
jadi marah dan memukul C. Akibat dari penyesatan adalah untuk
menimbulkan ketegangan dalam hati orang lain yang dapat berupa iri
hati, pembangkitan dendam terpendam, kebencian, amarah dan
sebagainya sehingga ia cenderung untuk melakukan suatu tindakan tetapi
dalam batas-batas bahwa ia sesungguhnya masih dapat mengendalikan
diri sendiri.

Pemberian kesempatan, sarana atau ketenangan, adalah merupakan cara
untuk menggerakkan seseorang yang ketentuannya baru ditambah tahun
1925 dalam KUHP. Dalam Pasal 56 ke-2 yang berbunyi ”mereka yang
senggja memberikan kesempatan, saran, atau keterangan untuk
melakukan kejahatan”, kadang agak sulit dibedakan dengan Pasal 55.
Contoh: A memberi kesempatan (sarana/lketerangan) kepada B,
kemudian B melakukan suatu tindak pidana, maka sehubungan dengan

Pasal 55 dan 56 tersebut perbedaannya terletak pada:
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Jika pada A, keinginan atau kehendak untuk melakukan suatu tindak
pidana tertentu sudah ada sejak pertama kali, sedangkan pada B baru ada
setelah ia digerakkan dengan pemberian kesempatan (sarana/keterangan)
dan lalu b melakukan tindak pidana, maka kita berbicara mengenai
bentuk penyertaan penggerak (Pasal 55). Dalam hal ini A adalah
penggerak dan B yang digerakkan. Tetapi jika pada B sejak semula sudah
ada kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan ia minta
kesempatan dan sebagainya dari A, di mana A sengaja memberikannya
dan diketahui bahwa kesempatan itu diperlukan oleh B untuk melakukan
suatu pidana tertentu, maka kita berbicara mengenai bentuk penyertaan
pembantuan (Pasal 56). Dalam hal ini A adalah pembantu dan B
petindak/pelaku.
Dalam kasus tersebut di atas, apakah B sebagai tergerak atau sebagai
petindak (pelaku) ancaman pidananya adalah sama, yaitu dipidana (sama)
sebagal petindak (dader), tetapi bagi A tidak demikian, karena dalam hal
bentuk penyertaan penggerakan ia dipidana sebagai petindak, tetapi
dalam hal bentuk penyertaan pembantuan ia dipidana sebagai pembantu —
petindak yang ancaman pidana maksimumnya dikurangi dengan
sepertiganya.
c. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena
daya-upaya tersebut.
Dalam penyertaan pergerakan harus selalu ada orang yang digerakkan

baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara penggerak dengan
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orang lain itu tidak harus selalu langsung. Misalnya begini, A menggerakkan
B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama — sama C
melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap
dipertanggungjawabkan sebagal penggerak dari B maupun C. C dianggap
telah turut tergerak melakukan tindakan tersebut karena daya upaya A.

d. pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang
digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.

Hubungan kausal antara daya-upaya yang digunakan dan tindak
pidana yang dilakukan harus ada. Artinya justru si tergerak itu tergerak
hatinya untuk melakukan tindak pidana adalah karena daya — upaya dari
penggerak. Tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak harus benar —
benar terjadi. Seandainya tindakan tergerak hanya sampai pada suatu tingkat
percobaan yang dapat dihukum sgja dari tindak pidana yang dikehendaki
penggerak, maka penggerak sudah dapat dipidana menurut Pasal 55 ayat (2).

Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua)
jenis, yaitu :
Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya
tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini
mirip dengan turut serta (medeplegen), namun perbedaannya terletak pada:
a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang,

sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.

b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa

diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan
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sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja
melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan
sendiri.

c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan
turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.

d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan
dikurangi /5 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara
memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini
mirip dengan penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pada niat atau kehendak,
pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau
tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak
melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana
sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya,
yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal
57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada
beberapa catatan pengecualian:

a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak
pidana:
1) Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan

cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,
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2) Membantu menggelapkan uang atau surat oleh peabat (Pasal 415
KUHP),
3) Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).
b. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal
melakukan tindak pidana:
1) Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3)
KUHP).
2) Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).
Perlu diketahui bahwa disamping bentuk keturutsertaan diatas itu, KUHP
kita masih mengenal 2 bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:
a. Samenspanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 88 KUHP dan
b. Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heft het plegen van
misdrijven atau keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan
melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal

169 KUHP.

B. Tinjauan Umum Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa Yyang
dinamakan penganiayaan. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan
dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan
sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang
lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit

atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat
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terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari
sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya
menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul,
menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Menurut P.A.F. Lamintang, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah
kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang
lain. " Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tiga ratus rupiah.*®

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan
adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang
yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota
badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori
luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
pencarian;

3. Kehilangan salah satu panca indra;

4. Mendapat cacat berat;

P A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, &
Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 132.

18 Wirjono Prodjodikoro. 2010. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung:
Refika Aditama, halaman 68.
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5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang
karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang
disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanyakesengajaan

Unsur kesengagjaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam
tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu
kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut
menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana
penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan
kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya
kesengajaan sebagali kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur
kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai
kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan
terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri harusliah
merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang
benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki

atau dimaksudkannya.
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2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud
adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota
tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak
yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik
dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan
sebagainya.

3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
a.  Membuat perasaan tidak enak.
b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan
pada tubuh.
c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya
penganiayaan.
d. Merusak kesehatan orang.
Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan
pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada
hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan
penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan
biasa, yakni:

a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun

kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
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tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima
ratus rupiah.

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman
penjara dan selama-lamanya tujuh tahun

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

a. Adanya kesengajaan.

b. Adanya perbuatan

c. Adanyaakibat perbuatan (yang dituju),yakni :
a) Rasa sakit tubuh;dan/atau
b) Luka padatubuh

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini,
penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman
penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam
rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.Hukuman ini bisa
ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan
ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang
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tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan
atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:
a. Bukan berupa penganiayaan berencana
b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya.
2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan
tugasnya yang sah.
3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau
kesehatan untuk dimakan atau diminum.
c. Tidak menimbulkan :
1) Penyakit;
2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatatn;atau
3) Pencaharian
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:
a. Penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian
dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan

berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan
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dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan

berencana jika memenuhi syarat-syarat

Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam

suasana batin yang tenang.

Segjak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai

dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup,sehingga

dapat digunakan olehnya untuk berpikir,antaralain :

1) Risiko apayang ditanggung.

2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat
untuk melaksanaknnya.

3) Bagaimana cara mengilangkan jejak.

Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam

suasana hati yang tenang.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena melakukan

b.

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.Perbuatan berat atau
atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.Haruslah
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antaralain :

a. Kesalahannya: kesengajaan



32

b. Perbuatan: melukai berat.
c. Objeknya: tubuh orang lain.
d. Akibat: lukaberat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini
harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk
dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 1gtilah luka berat
menurut Pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharagpkan akan sembuh dengan
sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.

b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau
pencaharian.

c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra

d. Kekudung-kudungan

e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam
kandungan.

. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal
354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP).
Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena
itu,harus terpenuhi  baik unsur penganiayaan berat maupun unsur
penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana

bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada
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akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika

kesengajaan terhadap matinya korban,maka disebut pembunuhan berencana.

. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah

dengan sepertiga:

a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah,
istrinya atau anaknya;

b. Jkakejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena
menjalankan tugasnya yang sah;

c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya
bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila
dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat
berbagai penganiayaan.Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal
yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

a. Kualitas korban
b. Caraatau modus penganiayaan
Demikian juga terhadap pegawal yang ketika atau karena melakukan
tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang
lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan

umum.
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C. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Perempuan
Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan

yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan
martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun
kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden
Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang
jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan
kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum
perempuan tetap sgja termarjinalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan,
termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum
perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang
mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang,
5. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan
6. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti

Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan

Perpres Nomor 65 Tahun 2005.



35

Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia:™®

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus
sgjalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU
ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3
ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis
kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan
diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya
dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada
setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan
bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan.
Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan
yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada

pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan

9 Azzahra Fitri Annisa, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dan
Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan”. dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Lampung 2019.
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dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya UndangUndang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),
korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Hak Asasi
Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, sebelum
keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat
domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga
adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum
terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim
terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman
terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum,
agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan
harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh
akibat KDRT. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkhis, sangat
tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali
perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan
yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh
suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami
korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma
korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah
menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan
demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus
kekerasan dalam rumah tangga . Dengan ditetapkannya Undang-Undang

PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah
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domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban
mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-
undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah
tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut (Pasal 2). Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 4 adalah untuk:
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini
menggantikan  Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 secara filosofis,
yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara
filosofis, UU 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum
sgjalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif,
kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara.
Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara

yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah
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UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya,
UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan
terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU
tersebut sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan dan tuntutan
masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam
pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan
kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan
keadilan gender .

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Indonesia sendiri sebelum keluarnya UU PTPPO telah memiliki beberapa
aturan yang melarang perdagangan orang. Pasal 297 KUHP misalnya,
mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum
dewasa. Selain itu, Pasal 83 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (UUPA), juga menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau
menculik anak untuk sendiri atau dijual. Namun peraturanperaturan tersebut
tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas. Bahkan Pasal
297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan (hanya 6
tahun penjara) bila melihat dampak yang diderita korban akibat kejahatan
perdagangan orang. Karena itu, sudah semestinya ada sebuah peraturan
khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan

landasan hukum formil dan materiil sekaligus. UU itu harus mampu mengurai
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rumitnya jaringan perdagangan orang yang berlindung di balik kebijakan
resmi negara. Misalnya penempatan tenaga kerja di dalam dan LN. Demikian
juga pengiriman duta kebudayaan, perkawinan antarnegara, hingga
pengangkatan anak. Keberadaan undang-undang ini merupakan bukti
keseriusan Indonesia untuk mengurangi bahkan menghapuskan perdagangan
orang (trafficking in person).

. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan

pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam

seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan
duahal, yaitu:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas
perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam
seluruh proses pembangunan nasional;

b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua
instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Inpres ini
menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan
program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat
maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka

kebijakan tersebut harus diganti.
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6. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan
Perpres Nomor 65 Tahun 2005 Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap
Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk
penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan
lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan
jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara
bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan
pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998,
yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Pembentukan
Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005
adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan
terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang
dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan
sesuai Pasal 2 adalah untuk:

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia
perempuan di Indonesia; Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian
Laws and Regulations Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia
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b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk

kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang

bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal

4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan;

melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen
internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia
perempuan;

melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan
pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta
penyebarluasan hasil

pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang
mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga
legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna
mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan

kebijakan yang mendukung upayaupaya pencegahan dan
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penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak
asasi manusia perempuan;

mengembangkan kerja sama regional dan intemasional guna
meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan,
penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.
Mengacu pada mandat Perpres Nomor 65 th. 2005 maupun Rencana
Strategis Komnas Perempuan 2007-2009, kelima subkomisi serta
perangkat kelembagaan lainnya Kesekjenan, Dewan Kelembagaan,
Gugus Kerja dan Panitia Ad Hoc) telah melaksanakan program &
kegiatan yang mencakup enam (6) area atau isu utama, yaitu:

a) Pemantauan & pelaporan HAM perempuan;

b) Penguatan penegak hukum & mekanisme HAM nasional;

¢) Negara, agamadan HAM perempuan;

d) Mekanisme HAM internasional;

€) Peningkatan partisipasi masyarakat; dan

f) Kelembagaan Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang
Dilakukan Secara Ber sama-Sama

Modus operandi adalah cara kerja, cara operasi, cara bertindak, prosedur.
Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu
bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam
melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus
paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas
berhubungan dengan operasi kejahatan.

Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar
diterjemahkan sebagai “modus operasi”. Istilah ini digunakan untuk
menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau
fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering
digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani
metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil
pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dar/ atau
memfasilitasi melarikan diri.

Berdasarkan dari pengertian kamus umum bahasa indonesia dan berbagai
pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka penulis

mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara,

43
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metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara
atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan
jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara
bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang
dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah
melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.®

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang
dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa
modus operandi pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek
Medan Helvetia bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda.

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan
untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada
membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau.
Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan
daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat
atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-
kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang
ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai
penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti

kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan

% Anonim, “Pengertian Modus Operandi” melalui, https://repository.uksw.edu/bitstreany
123456789/11630/2/T1 312012088 BABY20I1.pdf, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pkl 17.
04 WIB.
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kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang,
sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu
kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku
disuatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis
mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara
ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu
segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. %
Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan
dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar
hukum yang berlaku dalam Negara |ndonesia serta noma-norma sosial dan agama

Kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan
menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan
manusia > Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial
yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktura atau perwujudan kebhinekaan
prilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi
sosial seseorang atau kelompok masyarakat.

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tak bisa dipisahkan
dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingakah laku
yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh

karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.”® Kejahatan

! pid.

%2 Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia, halaman 19.

% Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan: Pustakaprima, halaman
135.
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merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap
kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru
kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh masyarkat itu sendiri.*

Setigp perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan
memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. Ketika
kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu. Adanya kejahatan
merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya adalah;*

1. Kegahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir
atau merusak terhadap order sosial.

2. Menimbulka rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan
ditengah masyarkat.

3. Banyak materi dan energi terbaung dengan sia-sia oleh gangguan-
gangguan kriminalitas.

4. Manmbah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar
warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan
dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut
secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi
korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara
langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan

masyarakat.?

2 |pid., halaman 135.
% bid.
% |pid.
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Sustherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan

yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;

1

2.

Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian,

Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan
dengan jelas dalam hukum pidana,

Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang
menimbulkan akibat-akibat yang merugikan,

Harus ada maksud jahat (mensrea),

Harus ada hubungan antara pelaku dan mensrea,

Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-
undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa
adanya unsur paksaan,

Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-
undang.?’

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah

memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif

atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pagti

berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang

memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Berkaitan dengan skripsi ini maka modus tindak pidana penganiayaan

terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama terjadi pada hari

Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di depan rumah pelapor

27 | bid., halaman 49-50.
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yang terletak di J. Bakti Luhur Komplek Mega Town House D-8 Kel. Dwikora
Kec. Medan Helvetia Kota Medan, yang dilakukan oleh tersangka LS dan BS
dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna hitam
milik korban dari tangan korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah
dan tangan korban, lalu LS menarik rambut korban sehingga korban membalas
dengan cara menarik baju LS hingga koyak dan pakaian dalam LS kelihatan.
Tiba-tiba sumai LS yaitu tersangka BS keluar dari rumah menengahi LS dan
korban yang bertengkar, lalu BS memukul wajah korban sebanyak dua kali
dengan menggunakan tangan kanannya. Korban tidak terima dan menarik BS, lalu

BS mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh.?®

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini
menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana
merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang
dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada
kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan
telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan
tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua
aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan

% Hasil wawancara dengan Bripda Olivia Manullang, selaku Penyidik Pembantu Reskrim
Polsek Medan Helvetia, tanggal 21 Juli 2020 di Polsek Medan Helvetia.
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memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu
perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada
pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan
perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela ataukah
pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana,
sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah
seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana
(crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan
dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan
yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung
jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang
berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang
dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan
pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa
melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk
mengetahui makna perbuatan. tersebut.

Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan
yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang
terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu

tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.
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Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut:?

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memung-kinkan ia
menguasal pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.

2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;

3. Sehingga iadapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel* berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah
suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam
kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.

2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperboleh-kan oleh
masyarakat dan

3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel
adalah sebagai berikut:*!

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau meng-insyafi
nilai dari perbuatannya;

2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara ke
mayarakatan adalah dilarang; dan

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

# Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. makassar: Pustaka Pena Press,
halaman 125.

% 1pid.

! bid.
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Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan
singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam
KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab. Hubungan antara
keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang
itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang
dipkirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal
(intelektual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang
diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak
(volutional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan
atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Adanya keadaan psikis (batin)
tertentu dan yang kedua yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadan batin
tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan
akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban.
Jan Remmelink mendefinisikan: * “kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan
oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu
terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat
dihindari”.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kesengajaan (opzet) mempunyai tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang,
akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu

melanggar hukum;

%2 Teguh Prasetyo. Op. Cit., halaman 226.
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2. Kurang hati-hati (culpa) yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana
yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat
yang tidak disengajaterjadi.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat
dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk
menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin
manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia
atas perbuatannya, ** adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap
tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana
karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat
telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk
larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan
tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat
berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu
mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaks terhadap
pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (Reachts
Delicten atau Mala perse) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan
(Buku Il KUHP) dan delik undang-undang (Wetsdelicten atau Mala Prohibita)
yang berupa pelanggaran (Buku Il KUHP). Pandangan legal murni tentang
kejahatan mendefenisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana.

Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu

33 |bid., halaman 83.
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bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana. Kejahatan merupakan
suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya
istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan dan tingkah laku
manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.*

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota
masyarakat. Sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau
merusak terhadap orde sosial.

2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di
tengah masyarakat.

3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguang-gangguan
kriminalitas.

4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga
masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan
dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut
secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi
korban dan turut meraakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami langsung
suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.®

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan

membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada

3 Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 40.
% |bid., halaman 135-136
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umumnya, tak terkecuali aksi penganiayaan yang marak terjadi beberapa waktu
ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:*®
1. Pelaku
Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana
ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;
a. Orang yang melakukan
b. Orang yang turut melakukan
c. Orang yang menyuruh melakukan
d. Orang yang membujuk melakukan
e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap
sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan
masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari
perbuatan jahat yang dilakukannya.

2. Korban

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa
korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi
korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian
korban dapat dibedakan antara:

a. Kerugian bersifat materiil.

%6 | bid., halaman 136.
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Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya
seseorang akan mengalami  kerugian materil jika menjadi korban
perampokan, penjambretan, atau penipuan.

b. Kerugian yang bersifat immaterial.

c. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku.

3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat

a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam
masyarakat;

b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku
di masyarakat;

c. Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga
pelaku;

d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur
perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

e. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku;

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan
yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat
dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu
harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang
sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam
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hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
schuld). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam
praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas
perbuatan®’

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa
sgja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan
dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang
diakuinya sebagai penyandang hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya
dipertimbangkan dari segi yang bersangkut—paut atau mempunyai arti hukum.
Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri
tentang manusiaamanusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai
pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan
manusia atau segolongan manusia tertentu sebagai mahkluk hukum. Sekalipun
mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya
sebagal orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka
tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa

hak dan kewajiban.®
Keperluan hukum adalah mengurusi kepentingan manusia. Oleh karena
kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep

orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang

37 Adam Chazawi. Op. Cit., halaman 151.

¥ putri Amaia Ramadhani. 2018.  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Penydenggara Pendidikan Tinggi Tanpa lzin (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
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dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat
ini,keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang
mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai
bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi
hanya pada manusia alamiah (Natural Person) tetapi mencakup pula korporasi
(legal person).*

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan
pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat
dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya,
seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:*°

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan
jiwasi pembuat harus normal

2. Adanya hubungan batin antara s pembuat dengan perbuatannya, yang
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf,
atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat
dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia
dapat dipidana. Disamping itu harusa diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan
dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan

harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh

% bid.
40 |pid.
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karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat
pemidanaan.

Menurut P.A.F. Lamintang **, untuk menyebut seseorang itu telah
melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus
mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,

2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atatu

3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus
mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa
sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain
ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan terhadap
perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama dikenakan Pasal 170 Subs
351 dari KUHPidana yang berbunyi “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-
sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun enam bulan dan atau Penganiayaan”.

Terhadap Tersangka LS dan BS dalam perbuatannya dapat disangka
melanggar Pasal 170 Subs 351 dari KUHPidana. Berdasarkan keterangan Saksi
Pelapor/Korban NM, Saks Devi, saksi Richard Ade Nainggolan, dikuatkan
dengan adanya Visum Et-Repertum an. NM menunjukkan bahwa tersangka LS
dan BS telah melakukan Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

orang dan atau Penganiayaan terhadap pelapor/korban NM dengan cara tersangka

“* P.A.F. Lamintang. Op. Cit., halaman 132.
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LS mengambil satu buah sikat ban mobil wama hitam milik korban dari tangan
korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban, lalu LS
menarik rambut korban sehingga korban membalas dengan cara menarik baju LS
hingga koyak dan pakaian dalam LS kelihatan. Tiba-tiba suami LS yaitu tersangka
BS keluar dari rumah menengahi LS dan korban yang bertengkar, lalu BS
memukul wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan
kanannya. Korban tidak terima dan menarik BS, lalu BS mendorong korban
dengan kedua tangannya hingga korban terjatuh.*?

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap
sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan
masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari
perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi
pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah
dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya
biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapat sanksi sosial
dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma
agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang
yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di
lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat.

Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapat kepercayaan kembali dari

“2 Hasil wawancara dengan Bripda Olivia Manullang, selaku Penyidik Pembantu Reskrim
Polsek Medan Helvetia, tanggal 21 Juli 2020 di Polsek Medan Helvetia.
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masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa
pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani
sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar)

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat
berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan
berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan
mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan
yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat
menimbulkan akibat pada keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu,
bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga
yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

Tujuan pemindanaan sebagai sasaran pemindanaan dijatuhkan bagi pelaku
delik yang secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara
kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan diperhatikan
aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan
“pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat miasinya
pembayaran ganti rugi.”*

Antusiasme pemerintah dalam melindungi korban ditunjukan dengan
dibuatnya undang-undang secara khusus mengenai saksi dan korban. Undang-
undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah

8 Syamsul Fatoni. 2015. Pembaharuan Sstem Pemidanaan. Maang: Setara Press,
halaman 57.
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Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan

Kepada Saksi dan Korban. Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan

salah satu hak korban dan saksi (Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 13

Tahun 2006).*

Bentuk ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3, yaitu:*°

1. Pemberian kompensasi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang
diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian
sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Pemberian restitusi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat
berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

3. Pemberian bantuan terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada
korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam

bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

“ Putu Erik Hendrawan dan | Ketut Keneng. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Perampokan Didalam Taks Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi”. dalam Jurnal
Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

*® Ibid.
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C. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan
Terhadap Perempuan Hamil Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara
konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan
hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1
ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem
pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.
Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran
hokum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin
ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi
kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan
wewenang yang sah. “

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh
karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung
berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang
dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara
langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah

“* Siswanto Sunarso. 2010. Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi
Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.
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dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-
bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.*’
Berdasarkan hasil wawancara, tahapan penegakan hukum dalam kepolisian
yaitu:*®
1. Menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat (laporan polisi
model B)
2. Tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan)
a. Analisa dokumen yang dilampirkan oleh pelapor dalam laporan polisi
b. Analisa/pengumpulan bukti permulaan apakah peristiwa yang dilaporkan
oleh pelapor adatindak pidana atau tidak
c. Wawancara pelapor dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tindak
pidana
d. Membuat laporan hasil penyelidikan
e. Melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah tahap
penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan
3. Tahap penyidikan:
a. Menerbitkan surat perintah penyidikan, surat perintah pengawalan
penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke
kejaksaan

b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi

" Soerjono Soekanto. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

“® Hasil wawancara dengan Bripda Olivia Manullang, selaku Penyidik Pembantu Reskrim
Polsek Medan Helvetia, tanggal 21 Juli 2020 di Polsek Medan Helvetia.
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c. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan
tindak pidana yang terjadi
d. Memeriksa saksi ahli
e. Melakukan gelar penetapan tersangka
f. Membuat rekomendasi gelar perkara
0. Melakukan pemanggilan/penangkapan terhadap tersangka
h. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka
i. Melengkapi berkas perkara
J.  Mengirimkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan
k. Kejaksaan meneliti berkas perkara dari penyidik, dan setelah lengkap
maka kejaksaan mengirimkan surat kepada penyidik perihal
pemberitahuan hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P21).
[.  Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.
Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam penegakan hukum tindak
pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-
sama, yaitu:*
1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang
didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari
para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap
penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Kota Medan

terhadap para penegak hukum juga semakin rendah.

“9 Hasil wawancara dengan Bripda Olivia Manullang, selaku Penyidik Pembantu Reskrim
Polsek Medan Helvetia, tanggal 21 Juli 2020 di Polsek Medan Helvetia.
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2. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat, karena didalamnya diketengahkan masalah system nilai-nilai
yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Masyarakat
Indonesia khususnya Kota Medan memiliki budaya yang sebenarnya kurang
baik untuk dilakukan yaitu selalu mengikuti kegiatan/tindakan dan informasi
yang diikuti oleh kerabat atau orang yang dikenalnya tanpa mengetahui
secararinci apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya.

3. Berkaitan Dengan Profesionalitas atau Keahlian, Sarana dan Prasarana Y ang
Dimiliki Oleh Penyidik.

Di Kepolisian Sektor Helvetia personil yang berpendidikannya tinggi
hanya ada beberapa orang, ini ada hubungannya dengan bagus tidaknya
pekerjaan mereka dilapangan dalam menangani kasus. Personil yang
dianggap cukup skill (keahlian) yang secara khusus menangani kasus hanya
berjumlah hanya 15 orang. Kepolisian Sektor Helvetia sering mengalami
kesulitan, oleh karena itu Kepolisian Sektor Helvetia melakukan pelatihan
kependidikan atau program pendidikan. Dalam hal sarana dan prasarana
Satuan Resor Kriminal Kepolisian Sektor Helvetia dirasa sangat kurang
karena keterbatasan dana sehingga untuk mendapatkan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan cukup sulit.

4. Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari
Adapun yang menjadi kendala lain adalah masih lemahnya penegakan

hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya penegakan hukum
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di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak
hukum terutama karena adanya faktor paternalistik yaitu seringkali hubungan
yang bersifat resmi dianggap sebagai hubungan pribadi. Masih rendahnya
pemahaman terhadap hukum atau tidak cakap hukum mengakibatkan
seseorang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melawan
hukum.
5. Kurangnya Alat Bukti Dalam Perkara
Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan
terhadap perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama terletak pada
tidak adanya cctv, namun ada saksi yang menyaksikan/mengetahui mengenai
kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan
Penyidik yang menangani kasus ini, narasumber mengatakan bahwa benar
kendala dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan
terhadap perempuan hamil ini terletak pada tidak adanya cctv yang
merupakan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktiannya, namun dengan
adanya keterangan saksi yang mengetahui akan adanya kasus ini maka alat
bukti petunjuk yang berupa cctv dapat dikesampingkan.*
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan
istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk

menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro

% Hasil wawancara dengan Bripda Olivia Manullang, selaku Penyidik Pembantu Reskrim
Polsek Medan Helvetia, tanggal 21 Juli 2020 di Polsek Medan Helvetia.
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“berarti sebagai usaha untu mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-
batas toleransi masyarakat” .

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang
dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik
kesgjahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahata sangat penting
atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan
akan menanggung perkembanan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau
kesgjahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P.
Hoefnagels uapaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal application),

2. Pencegahan tanpa pidana (peventif without pusinsment),

3. Mempengaruhi pendangan masyarakat mengenai kejahatan da
pemidanaan lewat mass media (influencing veiws of society on crime
and punishment mass media).>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua
yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)
Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan
secara represif melalui sistem peradailan pidana. Upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah

kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan

jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan

*! Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 248.
*2 |bid., halaman 250.
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memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.*

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada
hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khusunya
penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa
politik atau kebijakan penagakan hukum (law enforcement policy).>

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan
secara konsepsional yang ditemouh setelah terjadinya kejahatan.
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para
pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali
agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan
yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat
sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaan
hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu
penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.>

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk
melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana
hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat,
pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi
masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-

kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan

%3 1bid., halaman 250.
5 |bid., halaman 251.
5 |bid., halaman 251.
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kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana.
Sehubungna dengan penggnaan hukum pidana, Von Feurbach denga teorinya
“ Psychologische Zwang” yang menyatakan ancaman pidana mempnyai suatu
akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang
melakukan suatu keahatan dapat menakutkan setigp orang yang
melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupaka
penghalang atau mencegah agar seseorang tidak  melakukan
kejahatan. *° Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada
prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif,

struktual, dan kultural,

b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan

c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) dianggap berhasil
apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakata yang
menjadi korban kejahatan ke sidang penagdilan dan diputusan bersalah serta
mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang
terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim
peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai
karekteristik yaitu:

a. Beriorentasi padatujuan,

b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,

%6 |bid., halaman 253.
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c. Sistem selalu berinteraksi denga sistem yang lebih luas,

d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,

e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,

f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampal saat ini masih banyak kalangan yang berfikir
dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan
perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk
pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu
bahwa setiap waktu terjadi penigkatan kejahatan baik dari segi kualitas,
kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral
mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk
menanggulagi kajahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini
berarti kebijakan untuk menanggulagi kajahatan dengan menggunakan sanksi
pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non
penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana,
hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat
muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang
berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyabab
kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab

kajahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan
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kejahatan tersebut, minimal menuranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi
kejahatan (khusunya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial)
hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan
pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan
masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan
kejahatan.>

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali
di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama
dari usaharusaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial
tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh penventif terhadap
kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil, keseluruhan
kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan
yang sangat dStrategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang
diintensifkan dan diefektifkan. kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu
justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena
itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan
mengharmonisasikan seluruh kegiatan prenventif yang non penal itu kedalam
suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikbertkan pada sifat preventif sebelum
kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menhindarkan masyarakat agar
tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat

tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan

> Ibid., halaman 255.
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kesgjahteraan rakyatnya. Penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan
untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif
dapat dilakukan oleh sigpa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal
lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, makan
sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tdak
langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.
Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan
sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat,
penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum admistrasi, dan
sebagainya. *®® Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan
kejahatan (crime prevention) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan
maupun praktek. Kebijakan tersebut bervarasi antar negara yang satu dengan
negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual
yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang
terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk
menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur
masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan

bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang

%8 |bid., halaman 256.
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mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya
preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung
jawab bersama.*®

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:
Pencegahan sosial (social crime prevention) yag diarahkan kepada akar
kejahatan.
Pencegahan situasional (situational crime prevention) yang diarahkan kepada
pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
Pencegahan masyarakat (community based prevention) yakni tindakan untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara
meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.®°

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan

situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,

namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat

dilakukan agar kejahatan tidak terulang kembali;®*

1.

Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi
masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kodisi ada sangat
diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat
ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku

kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan

% |bid., halaman 257.
% |pid., halaman 261
%1 |bid., halaman 261
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sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu.
Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang
dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-
nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa
Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme,
bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu
diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup
dalam melaksankan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu
menegakkan kebenaran dan keadilan.
2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk
mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan
perlindungan hukum pada zaman modren dan era globalisasi ini, hanya dapat
terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas,
kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual
didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional.®®

3. Meningkatkan Integritas moral

%2 |pid., halaman 263
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Mora biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan
menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu
dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.®®

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari
kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat
menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat.
Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya
tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta
perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak
menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara
timpang, memadai serta seimbang.
b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
c. Mencakup dtrategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/
integritas.®*
6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.
Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang

kejahatan, yaitu kejahatan ada kerena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan

% |bid., halaman 264
% Ibid., halaman 266
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terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk
melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku
tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancartkan kegiatannya
Oleh karena itu tutupla peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan
bagi pelaku semaksimal mungkin.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka
kejahatan tidak bertambah terus-menerus, tentunya setiap individu juga harus
melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh
individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu dengan cara
meningkatkan keimanan pada Y ang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan
demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti
pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan
keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan keyakinan dana
kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan
pendidikan danpenyuluhan agama yang efktif, tidak hanya diharapkan terbinanya
pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya keluarga yang
sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat
mempunyal penagruh positif terhdap masyarakat luas. Dalam kaitan ini sosial
keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungsi yang amat esensial dalam
mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungsi edukatif. Para penganut

agama berpendapat bahwa ajara agama yang mereka anut memberikan gjaran-
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gjaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan
melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang
mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadai baik dan terbiasa
denga yang baik menurut gjaran agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan
seseorang melakukan kajahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri
seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kajahatan
seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal
maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan
juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama
cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi
tingkah laku manusia Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi

penanggulangan kejahatan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

1. Modus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Hamil Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama dilakukan oleh tersangka LS dan BS
dengan cara tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna
hitam milik korban dari tangan korban kemudian memukulkan sikat
tersebut ke wajah dan tangan korban.

2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap
Perempuan Hamil Y ang Dilakukan Secara Bersama-Sama dikenakan Pasal
170 Subs 351 dari KUHPidana, sebab pelaku memenuhi unsur-unsur
kesalahan seperti: Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si
pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, kemudian
adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), serta tidak adanya
alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

3. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap
perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama yaitu: faktor aparat
penegak hukum, faktor kebudayaan, kemudian berkaitan dengan
profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
penyidik, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta

kurangnya alat bukti dalam perkara yang terletak pada tidak adanya cctv,
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namun ada saksi yang menyaksikan perkara tersebut. Dengan demikian
adanya keterangan saksi yang mengetahui akan adanya kasus ini
mengesampingkan alat bukti petunjuk yang berupa cctv tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya sebagai masyarakat biasa kita harus menjunjung tinggi nilai
kerukunan antar sesama agar tidak ada lagi konflik yang membuat salah
satu maupun kedua pihak dirugikan.

2. Hendaknya bagi Pemerintah agar membuat terobosan hukum terbaru untuk
mengatur Tindak Pidana Penganiayaan khususnya Terhadap Perempuan
Hamil.

3. Hendaknya bagi aparat hukum agar lebih mengajarkan nilai-nilai

kerukunan antar warga agar tidak ada lagi perselisihan.
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HASIL WAWANCARA

1. Apakah perkaraini merupakan hasil laporan korban?
Jawab:

lya, ini memang merupakan hasil laporan dari korban sendiri.

2. Bagaimana modus tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan hamil yang
dilakukan secara bersama-sama?
Jawab:
tersangka LS mengambil satu buah sikat ban mobil warna hitam milik korban dari
tangan korban kemudian memukulkan sikat tersebut ke wajah dan tangan korban, lalu
LS menarik rambut korban sehingga korban membalas dengan cara menarik baju LS
hingga koyak dan pakaian dalam LS kelihatan. Tiba-tiba sumai LS yaitu tersangka BS
keluar dari rumah menengahi LS dan korban yang bertengkar, lalu BS memukul wajah
korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya. Korban tidak terima
dan menarik BS, lalu BS mendorong korban dengan kedua tangannya hingga korban

terjatuh.

3. Apafaktor pelaku melakukan penganiayaan terhadap perempuan hamil?
Jawab:
Istri: karena dia merasa terganggu, hingga terjadi adu mulut, cakap kotor dan dipukul
oleh korban
Suami: korban tidak mau diam sehingga geram dan memukul si korban, sudah dilerai
tapi si korban tetap ingin memukul.

4. Pasal apayang di kenakan pada para pelaku?
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Jawab:
Pasal 170 (1)

Pasal 351 ayat 1.

. Apakah ada perbedaan pasal antara penganiayaan terhadap perempuan hamil?
Jawab:

Tidak ada perbedaan tetap menggunakan pasal tersebut( sama saja).

. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan terhadap
perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama?

Jawab:

-pelakunya bermohon agar tidak ditahan dengan alasan karna dia adalah tenaga
pendidik atau dosen dosen disalah satu universitas ( penangguhan penahanan ).
Perttanggung jawaban nya ( wajib lapor ) senin dan kamis

Dan tidak boleh meninggalkan kota medan sampai berkas p21.

. Hal apa yang harus diperhatikan dalam membuktikan perkara ini?
Jawab:

-saksi

-hasil Visum

-keterangan korban, saksi dan tersangka

-(bagaimana caranya) jarak nya dan sebab.
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8. Apakah dalam perkaraini diperlukan visum?
Jawab:
lyatentu sangat diperlukan Visum

(Visum luka)

9. Apa kendala dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana penganiayaan terhadap
perempuan hamil yang dilakukan secara bersama-sama?
Jawab:
Faktor aparat penegak hukum, faktor kebudayaan, berkaitan dengan profesionalitas atau
keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik, masih lemahnya hukum
dalam kehidupan sehari-hari, serta kurangnya alat bukti dalam perkara yaitu tidak ada

cctv , tapii ada saksi yang menyaksikan.

10. Apa upaya kepolisian dalam menuntaskan perkaraini?
Jawab:
-memeriksa korban dan saksi sebanyak 3 orang
-mengambil hasil visum kerumah sakit
-gelar perkara untuk penetapan tersangka
-melakukan pemeriksaan terhadap terlapor
-menyita barang bukti dan membuat izin penyitaan ke pn medan
-penangkapan
-kirim berkas perkara ke JPU

-langsung menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU
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